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Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perjanjian nominee dalam ketentuan hukum penanaman
modal di Indonesia. Perjanjian nominee cenderung digunakan sebagai sarana untuk melakukan
penyelundupan hukum. Dikarenakan pihak yang berkepentingan langsung tidak memiliki hak atau
kewenangan untuk menikmati atau mendapatkan sesuatu karena ada larangan secara hukum. Penelitian ini
bersifat kepustakaan dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Dimana dalam
penelitian ini akan digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun berdasarkan uraian
latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian serta berdasarkan hasil analisis dalam penelitian
dapat dikemukakan kesimpulan bahwa terdapat peraturan yang melarang praktek perjanjin nominee di
ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Akibat hukumnyajika
dibuat perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Sedangkan jika berdasarkan ketentuan penanaman
modal yang lama, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1968, memang belum diatur ketentuannya. Namun, pada dasarnya Perjanjian Nominee sebagai salah
satu bentuk dari Perjanjian Innominaat harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Buku |11 KUHPerdata
termasuk asas-asas yang terkandung di dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian.
<hr><i>The purpose of this thesis was to determine the nominee agreement in the legal provisions of capital
investment in Indonesia. Nominee agreements tend to be used as a means of smuggling law. Dueto the
direct parties have no right or power to receive something because of some restrictions by law. This research
is abased on literature, with normative research methode applied. Which in this research will be used
statutes approach and case approach. As describe by the background, problem formulation, research
purpose and analysis of thisresearch, it is conclude that there are regulations that prohibit the practice of
nominee agreement on the provisions of Article 33 paragraph (1) and (2) of Law No. 25 of 2007. So, with
that regulation, any agreement contained the nominee share clause will be null and void. Meanwhile, under
the terms of past investment, which regulated in Law No. 1 of 1967 and Law No. 6 of 1968, is not yet
regulated. However, basically Nominee Agreement is one of Innominaat Agreement forms which is not
specificly and explicitly regulated. Though in practise Innominaat Agreement should be in accordance to the
provisions of Book 111 of Indonesia Civil Law including its principles which related to Agreement Law.</i>
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